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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hak Asasi Manusia telah mencapai posisi tertinggi dalam Hukum Internasional melalui tercapainya kesepahaman Universal di antara Negara dan Bangsa di dunia sehingga kewajiban terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara dalam pergaulan masyarakat Internasional berdasarkan Hukum Internasional. Perbedaan konsepsi Hak Asasi Manusia tidak lagi menjadi halangan bagi negara untuk mencapai kesepahaman bahwa terdapat Hak yang tidak dapat di derogasi karena hak tersebut adalah esensial bagi kehidupan manusia, dengan demikian usaha untuk melidungi serta mengembangkan kehidupan manusia telah mencapai kemajuan secara worldwide
.

Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) atau DUHAM adalah sebuah pernyataan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang bersifat anjuran yang dibuat oleh Majelis Umum Persikatan Bangsa (PBB) dan memiliki tujuan sebagai pelindung setiap individu yang ada di seluruh negara atas hak asasi manusianya. Di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) atau DUHAM oleh Majelis Umum Persikatan Bangsa (PBB) diatur sekitar 30 (tiga puluh) hak yang wajib didapatkan oleh seseorang yang diatur dalam Pasal 1 sampai Pasal 30, yaitu
 :

	1. Kebebasan dan kesetaraan.
	16. HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat.

	2. HAM untuk semua.
	17. Tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada.

	3. Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan.
	18. Tatanan sosial dan internasional.

	4. Hak untuk bebas dari perbudakan.
	19. Hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya.

	5. Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan.
	20. Hak mendapatkan Pendidikan.

	6. Hak atas kesetaraan di mata hukum.
	21. Hak jaminan kesehatan.

	7. Hak akses terhadap hukum.
	22. Hak istirahat.

	8. Hak mendapat pendampingan hukum.
	23. Berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja.

	9. Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum.
	24. Hak mendapat jaminan sosial.

	10. Hak diadili secara adil dan terbuka.
	25. Berpartisipasi dalam demokrasi.

	11. Tidak bersalah hingga terbukti bersalah.
	26. Kebebasan berkumpul secara damai.

	12. Hak atas privasi.
	27. Kebebasan berekspresi.

	13. Bebas berpindah tempat.
	28. Hak memeluk agama.

	14. Berhak mendapatkan perlindungan.
	29. Hak atas properti pribadi.

	15. Hak atas kewarganegaraan.
	30. Hak menikah dan membangun keluarga.


Pengertian dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia sejak ia didalam kandungan yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang memiliknya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarkat atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena berdasarkan martabatnya sebagai manusia dengan faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM)
.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi topik yang selalu aktual dibicarakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena persoalan HAM menyangkut kehidupan manusia yang menjadi unsur penting dari penyelenggaraan sebuah negara agar dapat memenuhi perlindungan HAM, tetapi dalam pemenuhan perlindungan HAM sampai sekarang masih sering diperdebatkan
.

Semakin berkembangnya zaman, semakin luas pula tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Apalagi sekarang sebuah kekerasan tidak lagi hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, anak kecilpun beberapa kali terjerat kasus kekerasan. Dari sebuah kekerasan ringan, higga kekerasan yang tergolong sebagai kekerasan berat. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang bisa terjadi pada siapa saja. Lembaga perlindungan di Indonesia sudah beberapa kali menangani kasus kekerasan seksual dan peraturan Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang hal ini.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap korban kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yang sudah ada. Namun banyaknya peraturan yang mencakup tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, nyatanya masih banyak yang menjadi korban. Seakan-akan para pelaku tindak kekerasan seksual tersebut tidak jera dengan peraturan hukum yang sudah ada di Indonesia. Apalagi dimasa pandemi Coronavirus ini, tidak hanya secara disconnected, dalam pengunaan sosial media atau yang sekarang sedang serba online banyak ditemukan kekerasan seksual pada perempuan. Di Indonesia menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam kurun waktu pertanggal 01 Januari 2022 hingga awal Agustus 2022, tercatat sebanyak 79,4% perempuan sebagai korban kekerasan seksual dengan pembagian information sebagai berikut
 :

1) 13,4% perempuan yang tidak diketahui pendidikan terakhirnya.
2) 5,6% perempuan yang tidak bersekolah.
3) 17,1% anak perempuan ditingkat pendidikan SD.
4) 21,7% anak perempuan ditingkat pendidikan SLTP.
5) 31,8% anak perempuan ditingkat pendidikan SLTA.
6) 9,1% remaja perempuan ditingkat pendidikan Perguruan Tinggi.
7) 0,9% anak perempuan ditingkat pendidikan TK.
8) 0,4% anak perempuan ditingkat pendidikan PAUD.

Dalam CATAHU (Catatan Tahunan) 2022 juga tercatat ada sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis orientation (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka ini menggambarkan peningkatan signifikan half KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada information BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Information pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, information dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya
.
Kasus terbaru terkait kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi di Indonesia adalah sebuah kasus yang korbannnya adalah beberapa wanita yang berinisial C, D, F, dam DR dengan pelakunya adalah Dosen Universitas Sriwijaya yang bernama Reza Ghasarma dan Adhitia Rol Asmi. Kedua dosen tersebut dilaporkan dengan dugaan kekerasan seksual secara verbal dan fisik kepada para mahasiswinya
. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, kedua pelaku tersebut dapat dipidana dengan selama sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun penjara sesuai dengan pasal percabulan pada Pasal 289 hingga Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Contoh kasus lainnya yang masih seputar kekerasan seksual adalah sebuah kasus yang terjadi dalam kurun waktu di tahun 2016 yaitu kekerasan seksual yang dialami oleh para buruh garmen di Kawasan Berikat Nusantara Cakung yang berada di dekat Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sekitar 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 perusahaan garmen pernah mengalami kekerasan seksual di pabrik dan para pelakunya bukan hanya dari karyawan biasa pabrik namun juga bos dan bagain HRD melakukan tindakan tersebut. Menurut data yang didapatkan dari Survei Perempuan Mahardhika (organisasi sipil yang mengusung kesetaraan perempuan) pada tahun 2017 dari 773 buruh garmen perempuan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung tersebut pernah mengalami kekerasan seksual sebanyak 437 kasus (56,5%), kekerasan verbal sebanyak 358 (46,3%), dan kekerasan fisik sebanyak 331 kasus (42,8%). Karena kasus tersebut banyak buruh perempuan yang takut untuk menceritakan kejadian tersebut dan mereka sangat trauma, disisi lainnya ada para HRD perusahan tidak menyetujui laporan yang ada dan menganggap data yang ada adalah sebuah kebohongan
. Sehingga dalam kasus ini perlu adanya pendampingan lebih ketat agar perusahaan dapat memberikan sanksi dan konsekuensi yang tegas kepada para pelakukan.
Begitupun yang terjadi di Thailand. Di negara yang mendapatkan julukan Gajah Putih tersebut dalam beberapa waktu belakangan telah terjadi beberapa kasus kekerasan seksual pada perempuan. Yang paling menyita perhatian publik adalah adanya dugaan kekerasan serta kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa teman dekat seorang aktris Thailand yang bernama Tangmo Nida yang terjadi pada bulan Maret 2022. Kejadian bermula dari Tangmo Nida yang pergi bersama manajernya untuk bertemu beberapa teman dekat mereka dan mengabiskan waktu bersama di Sungai Chao Praya dengan menggunakan speed boat.
Pada tanggal 24 Februari 2022 dilaporkan bahwa Tangmo Nida meninggal karena terjatuh dari spead boot yang sedang digunakan bersama teman-temannya. Kemudian kurang lebih selama 38 jam tim penyelamat melakukan pencarian dan tim penyelamat tersebut melaporkan bahwa mayat yang diduga sebagai Tangmo Nida ditemukan mengambang di Sungai Chao Praya sekitar pukul 13.10 pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022, yang jaraknya satu kilometer dari tempat dia jatuh dari speed boat pada Kamis malam. Penemuan tersebut telah di konfirmasi oleh kakak kandung Tangmo Nida, bahwa benar mayat tersebut adalah adiknya yang bernama Tangmo Nida. Awal dugaan Tangmo Nida meninggal karena terjatuh saat buang air kecil dibagian belakang spead boot¸ namun ahli forensik yang menangani kasus tersebut menolak kesaksian tersebut karena mereka menemukan beberapa luka-luka pada tubuh Tangmo Nida dan ibu dari Tangmo Nida sendiri mengatakan jika putrinya tersebut pandai berenang jadi kecil kemungkinan jika Tangmo Nida terjatuh dan tenggelam. Maka dari itu pihak Kepolisian Thailand yang pada mulanya menganggap kasus tersebut sebagai sebuah kasus meninggal biasa karena kelalaian dari si korban, menjadi kasus pembunuhan berencana dan masih terus dalam tahap penyilidikan Kepolisian Thailand
.
Sebuah tindak kekerasan seksual di Thailand sering kali dinormalisasikan oleh sebab itu pemerintah dalam konvensi pada tahun 2019 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas tempat kerja yang bebas dari kekerasan dan kekerasan yang mencakup pada definisi internasional pertama tentang kekerasan dan kekerasan di tempat kerja dengan maksud sebagai langka pertama dalam memberikan batasan yang tidak boleh dilewati oleh semua orang. Di Thailand selain dalam undang-undang yang mengatur tentang hal kekerasan seksual, terdapat beberapa kode etik yang didapatkan dari berbagai organisasi pemerintah untuk mencegah dan menanggapi kekerasan seksual di tempat kerja. Pelaporan kekerasan seksual di tempat kerja dapat berdampak positif dan negatif bagi para pekerja. Dampak positifnya adalah para pekerja akan mendapatkan uang sebesar 20.000 baht yang masuk kedalam dana kesejahteraan karyawan, namun mereka juga dapat kehilangan pekerjaan mereka jika melapor sebagai dampak negatifnya. Karena hal tersebut kekerasan dan kekerasan seksual di tempat kerja sering dianggap sebagai sebuah budaya yang biasa di negara Thailand. Padahal jelas dalam Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa sebuah tindakan kekerasan dan kekerasan seksual termasuk dalam kekerasan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang.
Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN (PERBANDINGAN INDONESIA DAN THAILAND)”, guna untuk memahami lebih lanjut bagaimana penanganan kekerasan seksual pada perempuan. Agar kesejahteraan bagi perempuan di Indonesia dan Thailand bisa lebih baik lagi serta bisa membuat tingkat kekerasan seksual menjadi lebih rendah.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan penegakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dan Thailand?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam penegakan hukum pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dan Thailand?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan penegakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dan Thailand.
2. Untuk mengkaji perbedaan dan persamaan dalam penegakan hukum pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dan Thailand.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan perubahan yang positif bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi masyarakat dalam ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Adapun manfaatnya sebaga berikut :
1. Dari segi teoritis, Proposal ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya sesuai yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal dan penelitian ini.
2. Dari segi praktis :
a. Bagi pemerintah.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penggunaan peraturan yang adil bagi seluruh masyarakat yang menjadi pelaku tindak pidana maupun korban kekerasan seksual.
b. Bagi masyarakat.
Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menambah wawasan pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana maupun korban kekerasan seksual.
c. Bagi penulis.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap para pelaku dan korban kekerasan seksual.
E. Tinjauan Pustaka
Penulisan hukum yang memiliki keterkaitan yang hamper sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya penelitian mengenai :
1. Sri Endah Kinasih, Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Airlangga, Perlindungan dan Penegakan HAM Terhadap Kekerasan Seksual. Hasil Penelitian dari jurnal tersebut adalah perempuan adalah makhluk yang tidak berbeda dengan laki tetapi secara kultural berbeda dengan laki. Secara tradisional perempuan tampak seperti "as the preserver of the social request and leading figures of ethical quality and fairness" yang artinya perempuan sebagai pemelihara ketertiban sosial dan pengemban standar moralitas dan kesusilaan. Oleh karena itu, jika perempuan menjadi korban kekerasan seksual maka moralitas dan rasa susilanya akan terguncang, sedangkan laki adalah harga dirinya. Kekerasan seksual pada perempuan termasuk sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum di Indonesia kurang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual
.

2. Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas "Tarumanagara, Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah fenomena heckling ini sudah terjadi sejak lama dan menjadi sebuah permasalahan yang ada di masyarakat terutama di perkotaan besar seperti Jakarta. Fenomena ini kurang mendapatkan perhatian karena minimnya edukasi yang menyebabkan ketidaktahuan mengenai pemahaman tentang heckling. Masyarakat masih menganggap makna heckling sebagai ambigu antara candaan atau pujian dan bentuk dari kekerasan seksual terutama terhadap perempuan. Padahal heckling sendiri adalah kekerasan seksual. Pelaku melakukan heckling kepada korban dengan menyerang atribut seksual yang dimilikinya. Penyerangan itu dilakukan melalui ekspresi verbal seperti siulan, suara kecupan, dan gestur primary mata dengan tujuan untuk mendominasi dan membuat korban merasa tidak nyaman
.

3. Suchada Thaweesit (Ph.D. (Sociocultural Anthropology), Assistant Professor at Institute for Population and Social Research, Mahidol University) dan Pimpawan Boonmongkon (Ph.D. (Clinical Anthropology), Associate Professor at Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University), Sexuality Education and Sexual Harassment : Two Critical Issues on Sexual Reproductive Health and Rights in Thailand. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa penyebab dari kekerasan seksual yang terjadi di Thailand karena tertanamnya budaya patriaki Thailand yang mana pemerintah Thailand yang ada kerangka kerjanya belum sesuai dengan pedoman yang disarankan ketentuannya oleh CEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women) karena lawmaker Thailand belum mempertimbangkan kekerasan seksual sebagai suatu bentuk diskriminasi dan kekerasan seks teerhadap perempuan dan anak perempuan. Tindakan kekerasan seksual belum didefinisikan secara inklusif dan terstandarisasi yang mengakibatkan penegakan hukum, interpretasi, dan publik yang tidak konsisten terhadap masalah tersebut
.
Dari ketiga jurnal penelitian yang diambil, ketiganya memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu dalam penelitian saya memfokuskan pada bagaimana cara penanganan untuk korban kekerasan seksual yang berada di Indonesia dan Thailand dengan melihat peraturan yang berlaku pada tingkat nasional hingga internasional. Selain itu pula dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana cara mengatasi hamabatan-hambatan yang ada dalam penegakan hukum kekerasan seksual dan cara mengatasinya dengan baik, sehingga terciptanya keadilan bagi para korban dan juga pelaku tindak kekerasan seksual.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian yang bersifat doktriner dan biasanya berasal dari penelitian sumber dari perpustakaan. Penelitian ini berhubungan dengan peraturan yang tertulis dan berkaitan dengan kepustakaan (Library Research).
2. Pendekatan Penelitian.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statue Approach, yaitu pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (Historical Approach) yaitu pendekatan yang didasarkan pada konsep, doktrin, dan kebiasaan dalam praktek.

3. Sumber Data.
Dalam penelitian pada umumnya bahan hukum yang dianalisis ada tiga jenis, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum groundwork yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai kepentingn otoritas. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Lalu bahan hukum yang ketiga yaitu bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder . Kemudian dalam penelitian hukum ini bahan hukumnya antara lain :

a. Bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat merupakan norma dan kaidah dasar berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB, Kitab Undang Hukum Pidana, Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Thailand Criminal Code B.E. 2499 (1956).

b. Bahan sekunder yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum groundwork, seperti rancangan undang, hasil karya ilmiah, dan buku yang berkenaan dengan penelitian ini.
c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum groundwork dan sekunder, bahan hukum tersier dalam penelitian ini dapat berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data.
Metode pengumpulan information menggunakan studi dokumen, yaitu catatan atau keterangan tertulis dan bahan pustaka baik media cetak maupun elektronik. Pengumpulan information ini mengambil sumber information seperti catatan resmi, dokumen, Undang, Putusan Hakin dan jurnal hukum.

5. Analisis Penelitian.
Analisis information yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif yakni analisis information dengan cara menguraikan information secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi information dan pemahaman hasil analisis. Dengan customized structure lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis information yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

G. Rancangan Sistematika Penulisan
Adapun sistematika laporan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebgai berikut :
a. Bab I adalah merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk penelitian mengenai Perbandingan Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Antara Indonesia Dengan Thailand Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.
b. Bab II berisikan tentang tinjauan konseptual tentang kekerasan seksual terhadap perempuan yang meliputi pengertian perempuan dan kekerasan seksual. Ada pula pembahasan tentang penegakan hukum yang meliputi pengertian pidana, tindak pidana, dan penegakan hukum. Yang terakhir tentang perbandingan hukum antara Indonesia dan Thailand.
c. Bab III berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil rumusan masalah tentang pengaturan penegakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan Thailand dan juga tentang hambatan dan solusi atas perbedaan penegakan hukum pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dan Thailand.
d. Bab IV adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.
� Christanugra Philip, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional, Lex Administratum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016, Hal. 38.


� Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB.


� Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, Hal. 2-3.


� Fadli Andi Natsif, Hukum Kekerasan HAM (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Internasional), Jakarta, Prenadamedia Group, 2020, Hal. 13.


� SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), � HYPERLINK "https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan" �https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan� (diakses pada tanggal 08 Agustus 2022 pukul 05.20 WIB)
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